BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR (U TAHUN 2017 -
' TENTANG | '

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN

Menimbaffg E

Menging;it :

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR

_ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

- BUPATL KARANGANYAR

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d

" Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan tentang penyediaan

tenaga ahli fraksi untuk mendukung kelancaran fungsi,
tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

. Perwakilan Rakyat Daerah, besaran kompensa31 tenaga
‘ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
BupatiA tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 .teritang'

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; ' » N
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembéntukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

~ Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234 );

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagalmana B
telah ~diubah beberapa kali: terakhir dengan Undang-,

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




Menetapi;an :

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104); “

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang_ Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; -

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76)

PERATURAN BUPATI " TENTANG BESARAN KOMPENSASI
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BABI _
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagaJ unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupatl Karanganyar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar
Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga ahli yang
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi DPRD

‘Kabupaten Karanganyar dan mempunyai kemampuan .

dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
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6 Kompensas1 Tenaga Ahli FfékSl adalah uang yang
dlbayarkan setlap bulan kepada masmg—masmg Tenaga Ahh"; RS

Frak31 d1 DRPD Kabupaten Karanganyar R

-  BAB] no R
TUJUAN PEMBERIAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI
' Pasal 2 ' I

Kompensa81 Tenaga Ahh Frak51 d1ber1kan bertu_]uan untuk"-»vf;‘;;" oo

mendukung kelancaran fung31, tugas, dan wewenang DPRD

BAB III

o DASAR PERHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI A

FRAKSI
Pasal 3

| _.Besaran Kompensasx Tenaga Ahh Frakm d1dasarkan pada aSasi\ ‘: .‘
] kepatutan, kewaJaran ' dan asas raswnahtas v dengan o
.‘,memperhatlkan standar keahhan, pr1n81p efis1en81, dan sesualv:,_ o
3 dengan kemarnpuan keuangan daerah ‘ SR

Pasal 4 . | ;'f? .

o (1) Besaran Kompensa81 Tenaga Ahh Frak81 dltetapkan sebesar; 1 :

Rp 3. 000 OOO / bulan (tlga Juta ruplah per bulan)

I.,

oy : (2) Pemberlan Kompensam sebaga_lmana dlmaksud ayat (1)

dlberlkan terh1tung mula1 bulan J anuarl 20 18

Pasal 5

‘Kompensam sebagalmana dlmaksud daIam Pasal 4 sudah " 1 1 | v_
~ termasuk Pajak yang - harus dlbaYarkan sesua1 : denganf R

- 7:‘ peraturan perundang—undangan yang berlaku

i o
I
4

BAB IV

. TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI 3 HOE e

: Pasal 6

Ced | (1) Kompensa31 Tenaga Ahli Fraks1 dlberlkan dalam bentuki o

~uang dan dlbayarkan setlap bulan melalul Sekretarlat_}-v e

DPRD

. | (2) Ketentuan leb1h lanJut mengena1 Tenaga Ahh Frak31 dlatur» B

dalam Keputusan Sekretans DPRD



BAB V
KETENTUAN PENUTUP |
 Pasal?

Prosedur dan tata cara pertanggung]awaban keuangan mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
- Biaya ydng timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -

‘ v ‘ Pasa.l 9 o
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
Nomor 78), dicabut dan dmyatakan tidak berlaku.

o | Pasal 10
Peraturail Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapaf mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar. ' ’ '

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal W\ Qesembec g0(%
BUPATL, KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Dlundangkan di Karanganyar
pe™ W Desember 90t}
DAERAH KABUPATEN KARANGANY. AR?




| BABV
| KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 |

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuéngan mengacu kepada
~ ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Biaya yang timbul-dengan d1tetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan -
pada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah

Pasa19'

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal 10

' Peraturan Bupati ini mulm berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setlap orang dapat mengetahumya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar.

Dxtetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGX;AR,

JULIYATMONO

- Diundan'gkan di Karanganyar

) : ‘
‘ l R TA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR



